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ABSTRACT

E-government is one of the government's efforts to manage information in the bureaucracy using
information technology. Information technology has been implemented in almost all government
agencies aimed at reducing costs and time, minimizing corruption in providing services, work
effectiveness, transparency, and accountability. E-Gov implementation must be evaluated periodically
to find out the level of success and development of e-gov that has been implemented whether it has been
running optimally. This research aims to determine the level of e-gov maturity that has been carried out
in Wangaya District Hospital. This study uses a mix method that combines qualitative and quantitative
methods with 5 respondents selected based on their capabilities. Data collection is done by Participant
Observation, interviews, documentation, and questionnaires. Data collection by questionnaire
addressed to the management in the general directorate in charge of information technology issues in
RSUD Wangaya. Management maturity level analysis uses the 2018 SPBE standard seen in terms of
indicators, aspects, and domains. Based on the analysis of the process capability maturity level and the
analysis of the capability capability maturity level, a gap level value will be obtained which will be
analyzed using Importance Performance Analysis (IPA). The results of the IPA will be a reference for
making recommendations that will be proposed to management to make improvements on
implementation of e-government in RSUD Wangaya.
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ABSTRAK

E-government merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola informasi dalam birokrasi
dengan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi telah dilaksanakn hampir diseluruh in-
stansi pemerintah bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu, meminimalkan korupsi dalam mem-
berikan pelayanan, efektivitas kerja, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi e-gov harus dieval-
uasi secara berkala agar mengetahui tingkat keberhasilan dan perkembangan e-gov yang telah dil-
aksanakan apakah sudah berjalan maksimal. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematan-
gan e-gov yang telah dilakukan di RSUD Wangaya. Penelitian ini menggunakan mix method yang meng-
gabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dengan 5 responden yang dipilih berdasarkan kapabilitas
yang dimiliki. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Participant Observation, wawancara, doku-
mentasi, dan kuisioner. Pengumpulan data dengan kuisioner ditujukan kepada pihak manajemen di
direktorat umum yang mengurusi masalah teknologi informasi di RSUD Wangaya. Analisis tingkat ke-
matangan manajemen menggunakan standarisasi SPBE 2018 yang dilihat dari segi indicator, aspek, dan
domain. Berdasarkan analisis tingkat kematangan kapabilitas proses dan analisis tingkat kematangan
kapabilitas fungsi akan didapatkan nilai tingkat kesenjangan yang akan dianalisis menggunakan Im-
portance Performance Analysis (IPA). Hasil IPA akan menjadi acuan dibuatnya rekomendasi yang akan
diusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi e-government
di RSUD Wangaya.

Kata Kunci : Tingkat kematangan, E-government, SPBE 2018
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PENDAHULUAN

E-Government merupakan salah satu bentuk
upaya pemerintah dibidang pengelolaan infor-
masi dalam birokrasi dengan menggunakan
Teknologi Informasi (T1). Teknologi informasi
menjadi tulang punggung pemerintah dalam
menjalankan tugas dan tujuannya. Teknologi
informasi berupa komputerisasi di lembaga
pemerintah dimulai sejak dikeluarkannya
Keputusan Presiden No. 5 tahun 2000, tentang
dibentuknya Badan Koordinasi Teknologi In-
formasi dan Komunikasi Indonesia gugus tugas
nasional  berfungsi untuk  meningkatkan
penggunaan media elektronik untuk memfasili-
tasi fungsi pemerintah, hubungan, interaksi,
dan transaksi [1].

Implementasi e-government (e-Gov) telah dit-
erapkan oleh sebagian besar organisasi
pemerintah, dan perkembangannya semakin ce-
pat sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI
Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Gov dan
diterbitkannya Perpres No. 95/2018 yang
sekaligus menandai perwujudan reformasi
birokrasi dan penyelenggarakan pemerintahan
berbasis elektronik untuk meningkatkan pela-
yanan publik agar efektif dan efisien.

E-gov merupakan upaya pemerintah untuk
mengurangi biaya dan waktu, memperkecil
kemungkinan adanya praktik korupsi di dalam
proses pelayanan yang dilaksanakan oleh
pemerintah.  Penggunaan  sistem infor-
masi/teknologi informasi di rumah sakit di-
harapkan rumah sakit mampu meningkatkan
efisiensi biaya, efektivitas kerja, transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinta-
han dan pelayanan kepada pasien.

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya merupa-
kan rumah sakit milik pemerintah kota
Denpasar yang berdiri sejak tahun 1921 dan
saat ini RSUD Wangaya merupakan rumah sa-
kit pemerintah yang berstatus sebagai rumah
sakit tipe B pendidikan yang sudah mulai
mengimplementasikan e-Gov dalam wujud
teknologi informasi yang dilakukan sejak tahun
2007 yaitu sistem informasi manajeman rumah
sakit (SIMRS) dan infrastruktur teknologi in-
formasi yang dibangun secara bertahap hingga
saat ini.
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Sejak diimplementasikannya e-Gov di rumah
sakit Wangaya, sampai saat ini belum pernah
dilakukan evaluasi sehingga manajemen tidak
mengetahui tingkat keberhasilan implementasi
e-Gov di Rumah Sakit Umum Daerah Wan-
gaya. Evaluasi terhadap implementasi e-gov
yang selama ini dilaksanakan di RSUD Wan-
gaya dapat dijadikan sumber pertimbangan un-
tuk pengembangan sistem informasi / teknologi
informasi rumah sakit kedepannya dan dapat
digunakan sebagai acuan arah perkembangan
E-Gov akan menjadi lebih jelas dan terukur
apabila sudah disesuaikan dengan standar na-
sional yang sudah ditetapkan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi/Teknologi Informasi
Teknologi Informasi adalah seperangkat alat
yang membantu pekerjaan dalam bentuk infor-
masi serta membantu melakukan pekerjaan
yang berhubungan dengan pemrosesan infor-
masi [2]. Teknologi informasi memiliki 3 kom-
ponen, vyaitu [3]: Hardware (perangkat fisik
yang membangun sebuah teknologi informasi),
software ( perangkat lunak yang mengontrol
semua perangkat keras, sehingga semua
perangkat keras bekerja dengan kompak se-
bagai suatu system yang utuh), dan brainware
(user yang menggunakan hardware atau soft-
ware).

Sistem Informasi merupakan cara menerapkan
dan membangun teknologi informasi yang telah
dikembangkan kedalam suatu bisnis agar bisnis
menjadi lebih efektif dan efisien [3]. Informasi
merupakan sebuah data yang diolah menjadi
bentuk yang memiliki nilai dan arti yang ber-
manfaat bagi user. Sistem informasi memiliki
4 komponen , yaitu [3] : Input (tahap pengum-
pulan data yang akan diolah menjadi sebuah in-
formasi yang bermanfaat), process (mengubah
data yang telah dikumpulkan menjadi infor-
masi), output (hasil dari hasil proses data dan
siap digunakan sebagai informasi bagi user),
feedback (output yang diberikan oleh user yang
telah menerima informasi yang telah diproses,
mengenai bagaimana informasi tersebut ber-
manfaat).
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E-Government

E-government merupakan suatu proses sistem s — NGAT KEMATANGA
pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (In- / \ COBIT KAPABILITAS PROSES
formation, Communication and Technology) [ et ) :

sebagai alat untuk memberikan kemudahan | KEMATANGAM |

proses komunikasi dan transaksi kepada warga — ( NG KEMATANGA
masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga MATURITY MODEL KAPABILITAS FUNGSI DAN
pemerintah serta stafnya [4]. Penggunaan E- bt
goverment dapat meningkatkan efisiensi, efek-

tivitas, transparansi dan pertanggungjawaban

pemerintah kepada warganya. Dengan konsep Gambar 1. Proses Perkembangan tingkat
pengembangan menyangkut hubungan Govern- kematangan SPBE 2018.

ment to Government (G2G), Government to

Business (G2B) dan Government to Citizens o )

(G2C). Penilaian tingkat kematangan d_en_gan SPBI_E
Diterapkannya konsep e-Government bagi 2018 menggunakan struktur penl_la!an_ domain
suatu negara akan memberikan beberapa (area pelaksanaan SPBE yang dinilai), aspek
manfaat seperti memperbaiki kualitas pela- (area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai),
yanan pemerintah dalam hal kinerja efektivitas dan indicator (informasi spesifik dari aspek
dan efisien, peningkatan trasnparansi, akunta- pelaksanaan SPBE yang dinilai). Berdasaran
bilitas dan kontrol dalam menyelenggarakan Kemenpan RB 2018, framework Sistem
pemerintahan serta mengurangi secara signif- Pemerintahan Berbasis Elektronik 2018 dapat
ikan total biaya yang dikeluarkan pemerintah dilihat pada tabel 1 dibawah:

maupun stakeholdernya, meningkatkan pelu- . o
ang pemerintah untuk mendapatkan sumber- Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE 2018.
sumber pendapatan baru, menciptakan ling- [7]

kungan masyarakat baru yang mampu dengan
cepat dan tepat menjawab berbagai permasala-

Domain 1 Kebijakan Internal

. . Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola

han yang dlhada_pl,_ memb?rdayakan mz_isya_ra' Indikator 1 | Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE In-
kat dan berbagai pihak lainnya sebagai mitra stansi Pemerintah
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai Indikator2 | Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Ter-
kebijakan publik secara merata dan demokratis i Integrasi
[5] Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE In-

) . . . stansi Pemerintah
_KOhSEp E'Govemmen_t d'§EbUt juga teknologi Indikator 4 | Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
informasi dan komunikasi (TIK) yang dalam Indikator 5| Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
pelaksanaan sistem elektronik dalam pelayanan Indikator 6 | Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
pub“k dan administrasi pemerintahan yang Indikator 7 Kebijakan It?ternaIkPgnggunaan Aplikasi
disebut Sistem Elektronik Pemerintahan (SEP) Umum Berbagi Pakai

dangkan berdasarkan Peraturan Presiden No- Aspek2 Kebijakan Internal Layanan
sedang X . Indikator 8 | Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
mor 95 Tahun 20:_]-8 SEP qlSEbUt Sistem Indikator9 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) [6]. Kepegawaian

Indikator 10 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Eg;‘;”acna;;:r';ga”
(SPBE) 2018_ Indikator 11 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keu-
Kerangka kerja (framework) yang mampu men- angan
gukur derajat pengembangan SPBE ditinjau Indikator 12 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen
dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas Kinerja

Indikator 13 | Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14 | Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik

fungsi teknis SPBE adalah Tingkat kematangan

SPBE [7] Proses tlngkat kematangan dapat Indikator 15 | Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan
dilihat pada gambar 1. Informasi Hukum
Indikator 16 | Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing
System
Indikator 17 | Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi
Pemerintah

Domain 2 Tata Kelola




375 Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 6, Nomor 3, Oktober 2020

Aspek 3 Kelembagaan

Indikator 18 | Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

Indikator 19 | Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Aspek|Teknologi Informasi dan| 3 12%
5 |Komunikasi

Aspek4 Strategi dan Perencanaan

Indikator 20 | Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

Indikator 21 | Anggaran dan Belanja TIK

Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 22 | Pengoperasian Pusat Data

Domain 3 — Layanan 11 55%
Aspek|Layanan Administrasi 7 35%
6 |Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Indikator 23 | Integrasi Sistem Aplikasi

Indikator 24 | Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Aspek|Layanan Publik Berbasis| 4 20%
7 [Elektronik

Domain 3 Layanan

Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Ber-
basis Elektronik

Indikator 25 | Layanan Naskah Dinas

Indikator 26 | Layanan Manajemen Kepegawaian

Indikator 27 | Layanan Manajemen Perencanaan

Indikator 28 | Layanan Manajemen Penganggaran

Indikator 29 | Layanan Manajemen Keuangan

Indikator 30 | Layanan Manajemen Kinerja

Indikator 31 | Layanan Pengadaan

Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 32 | Layanan Pengaduan Publik

Indikator 33 | Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Indikator 34 | Layanan Whistle Blowing System

Indikator 35 | Layanan Publik Instansi Pemerintah

Pengukuran setiap tingkat kematangan diberi
nilai sebagai berikut:

Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).

Pemberian bobot kepada domain dan aspek
bertujuan untuk menentukan nilai indeks
SPBE. Nilai Indeks merupakan nilai yang di-
hitung secara agregat dari nilai tingkat kema-
tangan pada indikator yang merepresentasikan
tingkat pelaksanaan SPBE di suatu instansi
pemerintah yang dievaluasi. Nilai indeks yang
dihitung terdiri dari beberapa jenis antara lain :
a. Nilai indeks aspek (jumlah nilai dari hasil

perkalian antara nilai bobot relatif indikator

terhadap bobot aspek dan tingkat kematan-
gan indikator tersebut).

b. Nilai Indeks Domain (jumlah nilai dari hasil
perkalian antara bobot relatif aspek ter-
hadap bobot domain dan nilai Indeks
Aspek).

c. Nilai Indeks SPBE (hasil perkalian antara
nilai bobot domain dan Indeks domain)

cooe

Setelah nilai indeks SPBE diperoleh, nilai ter-
sebut akan dikategorikan berdasarkan pembo-
botan domain dan aspek SPBE 2018 yang telah
ditetapkan oleh Kemenpan RB, 2018 untuk
dapat ditentukan posisi instansi tersebut berada
dikategori mana. Pembobotan nilai indeks
SPBE dapat dilihat pada table 3.

Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).

e. Tingkat5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot setiap domain dan aspek diberikan ber-
beda sesuai dengan bobot yang sudah diten-
tukan SPBE 2018. Pembobotan dan aspek do-
main SPBE 2018 dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Pembobotan domain dan aspek .
Tabel 3. Pembobotan domain dan aspek

SPBE 2018.
[7] SPBE 2018.
Jumlah| Total [7]
Domain dan Aspek Penilaian | Indi- | Bobot
kator No. | Nilai Indeks Kategori

Domain 1 — Kebijakan 17 17% 1 4,2-50 Memuaskan
Internal 2 35-<4.2 Sangat baik
Aspek|Kebijakan Internal Tata 7 7% 3 2,6 -35 Baik

1 |Kelola 4 1,8-<2,6 Cukup
Aspek |Kebijakan Internal 10 10% 5 <18 Kurang

2 |Layanan
Domain 2 — Tata Kelola 7 28% Berdasarkan nilai indeks SPBE akan diketahui
Aspek|Kelembagaan 2 8% posisi RSUD Wangaya. Nilai kesenjangan yang

3 diperoleh dibuat kuadran analisis menggunakan
Aspek Strategi dan Perencanaan| 2 8% IPA dan akan dibuat rekomendasi berdasarkan

4 aspek dan karakteristik level tersebut.
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Importance Performance Analysis (IPA)
Model IPA bertujuan untuk mengukur hub-
ungan antara persepsi konsumendan prior-
itas  peningkatan kualitas produk/jasa yang
dikenal pula sebagai “quadran analysis” [8].
kuadrant analisis digunakan sebagai cara untuk
memahami Kkebutuhan dan keinginan kon-
sumen, sehingga membuat keputusan mana-
jemen lebih baik tentang bagaimana untuk me-
nanggapi konsumen dan peningkatan kualitas
produk/jasa [9].

8]

Prioritas Utama Pertanankan Prestast

Importanos

Prioritas Rendah Berlebihan

necfarmanee

Gambar 2. Kuadran
Analisis IPA

METODOLOGI PENELITIAN

Dilihat dari sumber datanya penelitian ini ter-
masuk penelitian kuantitatif karena
pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, datanya berbentuk angka dan
datanya juga bersumber bersumber dari data
kualitatif yang diangkakan [10]

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD Wangaya Kota
Denpasar yang berlokasi di Jalan Kartini
No0.133 Denpasar Bali. Penelitian dilaksanakan
selama 3 bulan dari tanggal 1 Oktober sampai
30 November 2019.

Sampel

Sampel penelitian adalah manajemen terkait
yang berjumlah 4 responden. Pemilihan re-
sponden berdasarkan kapabilitas yang dimiliki
oleh manajemen terkait.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan
antara lain :

a. Participant Observation (peneliti secara
langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari
di dalam objek penelitian yang diamati)

b. Wawancara dengan manajeman dan
pengguna sistem informasi/teknologi infor-
masi

c. Dokumen, berupa dokumen tertulis maupun
elektronik (dokumen SOP, tupoksi, dll.)

d. Kuesioner (daftar pertanyaan tertulis mana-
jemen dan pengguna sistem infor-
masi/teknologi informasi. Jawaban re-
sponden atas semua pertanyaan dalam
kuesioner kemudian dicatat sebagai data
penelitian.)

Alur penelitian
Alur dari penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 3
l_ RUMUSAN MASALAH _l

DOMAIN SPBE 2018 SAMPLE & RESPONDEN

!

KUESIONER

!

ANALISIS MANAJEMAN

ANALISIS TINGKAT
KEMATANGAN
KAPABILITAS PROSES:

ANALISIS TINGKAT
KEMATANGAN
KAPABILITAS FUNGSI

|

IFA

!

REKOMENDASI

Gambar 3. Alur Penelitian Tingkat
Kematangan
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HASIL PENELITIAN

Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses
Hasil kuesioner penentuan harapan kema-

tangan kapabilitas proses didapatkan hasil ter-

lihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Nilai indeks indikator, aspek dan domain kebijakan
SPBE 2018 di RSUD Wangaya.

e

Domain 1 : Kebijakan SFBE 0.18
Aspek 1 : Kebijakan Internal 0.06
Tata Kelola

Indikator 1 1% 0 0
Indikator 2 1% 2 0.02
Indikator 3 1% 0 0
Indikator 4 1% l 0.01
Indikator 5 1% 3 0.03
Indikator 6 1% 0 0
Indikator 7 1% 0 0

Aspek 2 : Kebijakan Internal

Lavanan .12
Indikator 8 1% 0 0
Indikator @ 1% 0 ]
Indikator &

10 1% 0 0
indikator 4 0.04
Indikator &

12 1% 0 0
Indikator &

13 1% 0 0
Indikator &

14 1% 3 0.03
Indikator &

15 1% 0 0
Indikator &

16 1% 3 0.03
Indikator & 4

17 1% 2 0.02
Domain 2 : Tata Kelola SPBE 0.6
Aspek 3 : Kelembagaan 012
Indikator &

18 4% 0 0

Indikator

19 4% 3 0.12
Aspek 4 : Strategi dan

01z
Perencanaan
Indikator a
20 4% 0 ]
dikator 4o, 3 0.12
Aspek 5 : Teknologi Informasi 0.36
dan Komunikasi
Indikator ,
2 4% 4 .16
Indikator ,
23 4% 3 0.12
Jdikator 2% 2 0.08

Hasil tingkat kematangan kapabilitas
proses untuk setiap domain secara
grafis nilai indeks dapat dilihat pada
Gambar 4 dan 5.

Kebijakan Internal SPBE

Tim Pengarah SPBE
Layanan Layanan Publik 4 Inovasi Proses Bisnis...

Rencana Induk SPBE
., i
Layanan IDIH o el Anggaran dan Belanja TIK
Layanan Pengaduan... ° 4:>. Pengoperasian Pusat...
o'

Layanan Pengadaan

Layanan Whistle...

Integrasi Sistem Aplikasi

layanan Manajeman... Penggunaan Aplikasi...

Layanan Manajeman'®, Layanan MNaskah Dinas
Layanan Manajeman... Layanan Manajeman...

Gambar 4.
Grafik Indeks Domain Kebijakan.

Tata Kelola SPBE

Tim Pengarah SPBE
Instansi Pemerintah
4

I

.
Pengoperasian Pusal / Anggaran Dan Belanja
Data TIK

Inovasi Proses Bisnis
Terintegrasi

Penggunaan Aplikasi
Umum Berbagi Pakai

Rencana Induk SPBE

Intergrasi Sistem Aplikasi X 3
L > i Instansi Pemerintah

Gambar 5. Grafik Indeks Domain Tata Kelola
SPBE.
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Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi

Nilai tingkat kematangan kapabilitas fungsi Tabel 6. Total Nilai Index SPBE
didapatkan hasil seperti terlihat pada Tabel 5
dan hasil perolehan nilai indeks kapabilitas Domain Nilai Indeks
fungsi untuk setiap domain secara grafis dapat Domain | : Kebijakan SPBE 0.18
dilihat pada gambar 6. Domain 2 : Tata Kelola SPBE 0.60
L . Diomain 3 : Layanan SPBE 0.30
Tabel 5. Nilai Index Domain Layanan SPBE Total Nilai Indeks 2.08
Gambar 7. Grafik Index SPBE
FRE Kebijakan
- — 0.6
05
_— 04
Domain 3 : Layanan SPRBE 0.3 03
Aspek 6 : Lavanan Administrasi 2;2
Pemerintahan Berbasis El- 0.15
ektronik
Indjka'ﬂr 15 50““" I ']'DS Layanan Tata Kelola
Indikator 26 3% 1 0.05
Indikator 27 05 1] 1] Berdasarkan nilai indeks SPBE dari segi indi-
. - kator, aspek, dan menunjukan total indeks kese-
Iud.!kalnr . 5:5 v 0 luruhan 2,08. Hal ini berarti bahwa tingkat ke-
Indikator 29 3% ! 0.05 matangan SPBE yang dijalankan oleh RSUD
Indikator 3 5% 1] a Wangaya Kota Denpasar memperoleh predikat
Indikator 31 5% 0 0 cukup yang mengacu pada nilai indeks pembo-
e - botan domain dan aspek SPBE 2018 yang
Aspek 7 : Layanan Publik Ber- 015 ditetapkan oleh Kemenpan RB, 2018).
basis Elektronik Berdasarkan pengukuran tiga domain, terlihat
Indikator 32 5% 2 0.1 bahwa domain tata kelola SPBE memiliki nilai
Indikator 33 a5 0 0 kematangan tertinggi sebesar 0,60, dan domain
. kebijakan SPBE yang memiliki nilai kematan-
Iud{kalnr.}i > L L gan 0,18 memiliki nilai kematangan terendah.
Indikator 35 3% 1 0.05 Domain layanan SPBE dengan nilai kematan-
) gan 0,30 berada diposisi kedua. Dilihat dari
Gambar 6. Grafik Index Layanan perolehan nilai kematangan tersebut terdapat
indikator yang perlu dilakukan perbaikan teru-
Layanan SPBE

tama pada indikator yang belum diterapkan di
RSUD Wangaya Kota Denpasar.

Layanan Naskah Dinas

5
Layanan Publik Instansig. Layanan Manajeman...
A

z Importance Performance Analysis (IPA)
L ayanan WBS \ Layanan Manajeman... Tingkat Kesenjanga“

5
e

Layanan JDIH b’ ‘e Layanan Manajeman... Nllal tlngkat keSBI'l_]'al.'lgE.ln diper{}leh dari peri

o bandingan antara nilai kematangan SPBE

Lsyanan Pengaduan:, Layanan Manajeman.. RSUD Wangaya dengan Pemerintah Kota
Layanan Manajeman... Layanan Mzanajeman... Denpasar tahun 2018' Nllal tlngkat kesen]an_
gan untuk ketiga domain dapat dilihat pada

tabel 7.

Perolehan nilai indeks SPBE RSUD Wangaya

Kota Denpasar untuk tiga domain yakni Kebijakan,
Tata Kelola, dan Layanan secara keseluruhan
Ditunjukkan pada tabel 6 dan gambar 7 berikut :
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¥

Gambar 8. Grafik Analisa Kuadran
Kematangan dengan IPA.
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Tabel 7. Tabel Tingkat Kesenjangan SPBE.

Nilai
SPBE

Tingkat

Kematan
gan

Hara
pan

Kesenjan
gan

Kuadr
an

Domain 1

Aspek 1

Indikator

1

D | = | | =

S| W

(PSRN ]

7

Q|| W=D | |D

[

e Qe aen

Aspek 2

Indikator

8

9

10

— |

11

[

12

D | = | = = | D

13

[

14

[

15

16

| =

17

MRiw| olw olo|l<loo| o

]

—lo|—|o|w|w

F=mAawE o 0an

Domain 2

Aspek 3

Indikator

18

19 3 3 0 B
Aspek 4
Indikator
20 0 2 2 C
21 3 3 0 B
Aspek 5
Indikator
22 4 3 -1 B
23 3 -1 D
24 2 2 0 D
Domain 3
Aspek 6
25 1 3 2 A
26 1 1 0 C
27 0 4 4 A
28 0 4 4 A
29 1 4 3 A
30 0 3 3 A
K] | 0 4 4 A
Aspek 7
Indikator
32 2 3 1 B
33 0 2 2 C
M 0 3 3 A
35 1 2,33 1.33 B

Berdasarkan grafik analisa kuadran tingkat ke-

matangan pada gambar 8, maka dapat dijelas-

kan seperti dibawah ini:

1. Kuadran A

Atribut-atribut yang berada pada kuadran A

menjadi prioritas utama (high importance dan

low performance ) dianggap sangat penting

oleh pengguna teknologi informasi namun pe-

layanan yang diberikan kurang memuaskan se-

hingga memerlukan perhatian lebih oleh pihak

manajemen. Atribut yang berada di kuadran A

sangat mempengaruhi kepuasan pengguna.

Pada kuadran A ada 12 atribut, yaitu:

a) Indikator 4: Kebijakan Internal Anggaran
dan Belanja TIK.

b) Indikator 6: Kebijakan Internal Integrasi
Sistem Aplikasi

¢) Indikator 7: Kebijakan Internal Penggunaan
Aplikasi Umum Berbagi Pakai

d) Indikator 12: Kebijakan Internal Layanan
Manajemen Kinerja

e) Indikator 13: Kebijakan Internal Layanan
Pengadaan

f) Indikator 25: layanan naskah dinas

g) Indikator 27  Layanan  Manajemen
Perencanaan

h) Indikator ~ 28: Layanan  Manajemen
Penganggaran
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i) Indikator 29: Layanan Manajemen Keu-
angan

j) Indikator 30: Layanan manajemen kinerja

k) Indikator 31: layanan pengadaan

1) Indikator 34: layanan Whistle Blowing Sys-
tem

2. KuadranB.

Atribut-atribut yang masuk pada kuadran B ada

7, yaitu:

a) Indikator 14: Kebijakan Internal Layanan
Pengaduan Publik

b) Indikator 16: Kebijakan Internal Layanan
Whistle Blowing System

¢) Indikator 17: Kebijakan Internal Layanan
Publik Instansi Pemerintah

d) Indikator 19: Inovasi Proses Bisnis Terin-
tegrasi

e) Indikator 21: Anggaran dan Belanja TIK

f) Indikator 22: Pengoperasian Pusat Data

g) Indikator 32: layanan pengaduan publik

Atribut yang masuk dikuadran B dianggap san-

gat penting oleh pengguna teknologi infomasi

dan pelayanan yang diberikan sangat memuas-

kan sehingga perlu dipertahankan dan lebih dit-

ingkatkan lagi.

3. Kuadran C.

Atribut-atribut yang masuk pada kuadran C ada

11, yaitu:

a) Indikator 1: Kebijakan Internal Tim
Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

b) Indikator 3: Kebijakan Internal Rencana In-
duk SPBE Instansi Pemerintah

¢) Indikator 8: Kebijakan Internal Layanan
Naskah Dinas

d) Indikator 9: Kebijakan Internal Layanan
Manajemen Kepegawaian

e) Indikator 10: Kebijakan Internal Layanan
Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

f) Indikator 15: Kebijakan Internal Layanan
JDIH

0) Indikator 18: Tim Pengarah SPBE Instansi
Pemerintah

h) Indikator 20: Rencana Induk SPBE Instansi
Pemerintah

i) Indikator 26: layanan manajemen kepega-
waian

j) Indikator 33: layanan JDIH

k) Indikator 35: layanan public instansi
pemerintah

Atribut yang masuk di kuadran C dianggap bi-

asa-biasa saja dan pelayanannya juga tidak

memuaskan.

4. KuadranD.

Atribut yang masuk di kuadran D ada , yaitu:

a) Indikator 2: Kebijakan Internal Inovasi
proses bisnis terintegrasi

b) Indikator 5: Kebijakan Internal Pen-
goperasian Pusat Data

c) Indikator 11: Kebijakan Internal Layanan
Manajemen Keuangan

d) Indikator 23: integrase system aplikasi.

e) Indikator 24: penggunaan aplikasi umum
berbagi pakai

Atribut yang berada di kuadran D menunjukan

factor yang kurang mempengaruhi kepuasan

pengguna, namun pelaksanaannya berlebihan

dan dianggap kurang penting namun pelaya-

nanya memuaskan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa IPA tingkat kematan-

gan SPBE 2018 di RSUD Wangaya Kota

Denpasar rekomendasi yang disarankan ke

pihak manajemen antara lain :

a. Kebijakan internal terkait anggaran dan bel-
anja TIK harus diselaraskan dengan dasar-
dasar manajemen yang telah didefinisikan
dan dilaksanakan berdasarkan standar mas-
ing-masing unit organisasi serta
diselaraskan dengan arsitektur dan peta
jalan (roadmap) SPBE

b. Kebijakan internal terkait dengan Integrasi
Sistem Aplikasi, Penggunaan Aplikasi
Umum Berbagi Pakai, Layanan Manajemen
Kinerja dan Layanan Pengadaan harus
segera dirumuskan dan direalisasikan me-
lalui  koordinasi antar direktorat dan
pemerintah daerah dengan mempertim-
bangkan konsep-konsep yang tertuang da-
lam Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
RSUD Wangaya Kota Denpasar

c. Perlu penguatan tata kelola terkait dengan
sistem naskah dinas elektronik sehingga
mampu menyediakan layanan interaksi sep-
erti  pencarian informasi, pengiriman
(unggah) e-dokumen, dan penerimaan (un-
duh) e-dokumen yang dapat berupa surat
undangan, surat disposisi, surat resmi DII.

d. Perlu adanya sistem Manajemen
Perencanaan, Penganggaran, manajemen
kinerja dan layanan pengadaan yang mini-
mal mampu menyediakan layanan disemi-
nasi informasi yang bersifat satu arah sep-
erti informasi jumlah perencanaan kegiatan
yang tersedia, informasi jumlah anggaran
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yang tersedia, informasi daftar lelang ba-
rang dan jasa yang dibutuhkan dan indikator
dan target Kinerja organisasi

Tata kelola sistem Manajemen Keuangan
sangat perlu ditingkatkan sehingga dapat
menyediakan layanan transaksi dimana
pengguna dapat mengunduh atau mengung-
gah informasi keuangan, dan sistem dapat
merespon  kepada pengguna  seperti
mekanisme persetujuan, validasi keuangan,
analisis keuangan serta dapat berkolaborasi
dengan aplikasi layanan lain seperti layanan
pengadaan barang/jasa atau aplikasi Barang
Milik Negara.

Pengembangan aplikasi Whistle blowing
system (WBS) harus segera dilakukan agar
dapat minimal mampu menyediakan
layanan interaksi seperti mencari informasi,
menyampaikan laporan dan sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti kema-
juan penyelesaian laporan, resolusi laporan,
perlindungan kerahasiaan pelapor dan pen-
erapan mekanisme nirsangkal.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa tingkat kematangan
kematangan SPBE yang dijalankan oleh RSUD
Wangaya Kota Denpasar berada dipredikat
cukup dan perlu adanya peningkatan dengan
cara melakukan perbaikan dibeberapa indicator
terutama pada indikator yang belum diterapkan
di RSUD Wangaya Kota Denpasar yaitu pada
domain tata kelola.
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